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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENCALCNAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang ;: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang

Mengingat :

T

berdaya guna dan herhasil guna dengan pemberdayaan seluruh

~masyarakat berdasarkan semangat otonomi Desa, Kepala Desa

merupakan figur yang sangat penting dan strategis peranannya:

bahwa dalam rangka untuk mendapatkan bakal calon, memilih dan
menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi cakap dan mampu untuk
melaksanakan semangal otonomi Desa serts mengatur Kkegiatan-
Kegiatan kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan
pelaksanaan tugas kedinasan, Pemerintah Kabupaten Demak dengan
mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan
Peraturan Pelaksanaannya telah menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian
Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa:

bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ‘entang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
yang.telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 .Tahun 2005
serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu
untuk menetapkan kembali pengaturan  Ta'a Cara, Pencalonan,
Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pembtahantian Sementara dan
Pemberhentian Kepala Desa:

bahwa sesudi dengan ketentuan pasal 53 aya! (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan
mengenai pengaturan Tata Cara, Pencalonan Pemilihan, Pengesahan,
Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Femberhentian Kepala Desa
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, b, c dan d perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah . :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkung: n Propinsi Jawa Tengah; 4

J
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 lentang  Pokok-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indoneiua Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomoer 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 3890):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dar Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tanun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosiea
Nomor 4389):;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 1285,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Noror
32 Taghun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indoensia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 4548)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanhur 2004 Nemgr 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 )

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 lzntang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Setagai Daerah Otcnom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-un 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 3952 ) :

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 127¢ «&ntang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lernaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan lembaran Negara
Republik Indoensia Nomor 3089);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 « - 173 Desa (Lembaran

. Negara Republik Indonesia Tahun 2005 r-imap “58, Tambahan

Tk

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor &+ =~

Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahur o - entang Pedoman
Pambinaan dan Pengawasan Penyelenggaras  “arsaintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabh .~ 005 Nomear 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:: Fomar 4583): /f
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEMAK
- Dan
BUFATI DEMAK

’ MEMUTUSKAN :

Menetapkan.: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN,
PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN, PEMBERHENTIAN
SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAE |
KETENTUAN UMUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupatan Demak;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan peran:ea! daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaruan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas ctoncmi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesa:.nn Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 di Daerah ;

4. Kepala Daerah yang selanjulnya disebut Bupat acdalah Kepala Daerah
Kabupaten Demak |

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ;

6. Camat adalah Pejabat perangkat daerah yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan:

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usu! dan adat istiadat setempat
yang .diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
hesatuan Republik Indonesia ;

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asai-usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sisem
FPemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaii
unsur penyelenggara pemerintahan desa ;

10.Badan Permusyawaratan Desa ya g selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga  yang merupakan - perwujudan  demokrasi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan cesa sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan desa ;

11.Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan
Pemerintah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Camat;

12.Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang menjalankan fungsi,
wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Oesa dalam waktu tertentu
dan sementara karena Kepala Desa berhalangan atau terdapat
kekosongan jabatan Kepala Desa , . 7
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13.Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya
disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang
kreanggotaannya terdiri dari para anggota BPD, Perangkat Desa,
Pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa yang
bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa:

14 Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa:

15.Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Kepala Desa
meanjadi calon Kepala Desa;

16.Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia
Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Kerala Desa menjadi calon
Kepala Desa yang berhak dipilih:

17.Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi
syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon
Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan:

18.Calon Kepala Desa yang berhak dipilih adalah bakal calon Kepala Desa

yang memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini dan
berhak untuk dipilih ;

19.Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
terbanyak dalam pemilinan Kepala Desa:

20.Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut PILKADES adalah

bagian dari proses pengisian jabatan Kepala desa yang berupa kegiatan
pemungutan dan penghitungan suara ;

21.Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa
setempat: '

22.Pemilih adalah penduduk Desa setempat yang memenuhi persyaratan
untuk menggunaxan hak pilihnya berdasarkan Peraturan Daerah ini:

23..Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya

24 Daftar Pemilih Sementara (OPS) adalah daftar yang berisi tentang nama-

nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat
sementara dan dapat diubah;

25.Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar yang berisi tentang nama-

nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap
sehingga tidak lagi dapat berubah baik jumlah maupun namanya.

BAE i
PENDAFTARAN, PENCALONAN DAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Pertama
Panitia Pencalonan dan Pemilihan

P.isal 2

(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya
masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum
berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat.

(2) Serlambat - lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan BPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , BPD harus sudah memulai
proses pemilihan Kepala Desa |
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(3) Bagi BPD yang tidak segera memulai proses pemilihan Kepala Desa .
Bupati melalui Camat memberi teguran agar segera memulai proses
pemilihan .

(4) Proses pemilihan Kebala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala
Desa.

Pasal 3

(1) Untuk pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD
membentuk panitia pemilihan yang keanggotaannya berasal dari para

anggota BPD, unsur Perangkat desa, pengurus lembaga
kemasyarakatan dan tokoh masyarakat .

(2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dilaksanakan
dalam rapat yang diselenggarakan khusus untuk itu .

(3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan BPD ditanda tangani Ketua dan Sekretaris, dengan
susunan keeanggotaan sebagai berikut -

Ketua :

Wakil Ketua:
Sekretaris
Bendahara

- Anggota-anggota.

¥

(4) Jumlah dan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan disesuaikan
dengan situasi, kondisi serta kemampuan keuangan Desa.

Psal 4

(1) Apabila diantara Panitia Pemilihan ada yang mencalonkan diri atau
berhalangan vyang bersangkutan harus mengundurkan diri  dari
Kepanitiaan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain dari unsur
yang sama atas usul / berdasarkan kesepakatan Panitia Pemilihan .

(2) Ketua Panitia Pemilihan tidak diperbolehkan mempunyai hubungan
Keluarga sedarah sampai derajad kedua keatus kebawah atau kedua
menyamping dengan bakal calon Kepala Desa

(3) Apabila Ketua Panitia Pemilihan ada hubungar neluarga sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) maka harus diganti .

\4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada aya! (1), dan (3) ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

Pasal 5

Panitia Pemilihan bertugas :

a. melaksanakan tahapan pengisian Kepala Desa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

b. menyusun dan mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala
Desa / Penjabat Kepala Desa untuk dianggarkan dalam APB Desa :

c. melakukan penjaringan dan penyaringan bakai calon Kepala Desa
sesuai persyaratan :

d.. melakukan pemeriksaan identitas bakal calon Kepala Desa berdasarkan
persyaratan yang ditentukan

e. melakukan pendaftaran pemilih:

f. menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementzra (DPS)
setelah disetujui dan ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa; 4{
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g. menyiapkan Tempat Pemungutan Suara, surat suara, kotak suara dan
bilik suara:

h. mempersiapkan tanda gambar;

.. menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah disetujui dan
ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa ;

J. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ;

k. menetapkan calon Kepala Desa yang berhak digilih ;

|.  mengadakan undian tanda gambar dan mengatur tata cara kampanye ;
m. melakukan pemungutan suara dan perhitungan suara |

n. membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara dan Berita Acara
Penghitungan suara,

0. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD;

p. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan pemilihan Kepala
Desa .

Bagian Kedua *
[Fendaftaran dan Penjaringan
Bakal Calon Kepala Desa

‘Pasal 6

(1) Proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa mulai dilaksanakan
setelah Panitia Pemilihan terbentuk,

(2) Penetapan waktu dan tahapan kegiatan pendaftaran dan penjaringan
Bakal Calon Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(3) Apabila dalam jangka waktu ‘ang telah ditetapkan oleh Panitia
Pemilihan tidak terdapat penduduk Desa yang mehdaftarkan diri
sebagai bakal calon Kepala Deusa, pendaftaran dapat di perpanjang
untuk jangka waktu yang telah di tetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(4) Apabila dalam masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3)
masih tetap tidak ada penduduk Desa yang mendaftar sebagai bakal
calon Kepala Desa maka panitia pemilihan dapat secara aktif melakukan
penjaringan

Fasal 7

(1) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon

Kepala Desa harus mengajukan permohonan yang ditulis S'E.‘I'idlrl kepada
Ketua Panitia Pemilihan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan
persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal &

(1) Yang dapat menjadi Bakai Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa
setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Warga Negara Republik Indonesia;

b. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara , Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah ;

d. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan / atau sederajad ;

e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;




g. berkelakuan baik ;

h. tidak pemah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan
tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima)
tahun :

I tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal
tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra. Desa;

k. mengenal desanya dan dikenal masyarakat di Desa setempat :

l.sehal jasmani rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau

" Ingatannya,
m. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10
(sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan .

(2) Bakal calon Kepala Desa yang diperoleh  imelalui penjaringan oleh

panitia pemilihan juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pegawai Negeri , Pegawai Swasta atau Pamong Desa yang
mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memilik]
Surat Keterangan Persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk
memberikan ijin,

Bagian Ketiga
Hak pilih, DPS dan DFT
Pasal §

Yang dapal memilih Kepala Desa adalah pend. 2.k Desa Warga Negara
Republik Indonesia, yang :
a. terdaftar sebagai penduduk Oesa secara san dan bertempat tinggal di

Desa setempat sekurang-kurangnya 6 (enam! bulan dengan tidak
terputus-putus.

b. Telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin:

c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan FPengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. tidak sedang menjalani pidana kurungan atau penjara.

Pasal 10

(1) Penduduk Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9. untuk dapat didaftar
oleh Panitia Pemilihan sebagai pemilih wajib mendaftarkan diri secara

aktif kepada Panitia Pemilihan atau didaftar dalam waktu yang telah
ditetapkan.

(2) Hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam DPS cleh Panitia Pemilihan dan diumumkan kepada
penduduk Desa selama 15 (lima belas) hari,

(3) Pengumuman DPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah dimintakan

persetujuan dan tanda tangan dari masing-masing bakal calon Kepala
Desa.

Pasal 11

(1) DPS yang telah diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
setelah mengalami perbaikan dan atau tambahan berdasarkan hasil
masukan dari penduduk Desa. ditetapkan menjadi DPT oleh Panitia
Pemilihan dan ditandatangani oleh para Bakal Calon Kepala Desa, a
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(2) Penelitian dan penandatanganan oleh para Bakal Calon Kepala Desa
terhadap DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bukti

persetujuan para Bakal Calon Kepala Desa terhadap jumlah dan nama
pemilih. |

(3) Penelitian dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan (2) harus sudah dilaksanakan sebelum Panitia Pemilihan
mengumumkan Calon Kepala Desi. berhak dipilih.

Bagian keempat
Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa
Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyaringan terhadap Bakal Calon
Kepala Desa melalui penelitian berkas-berkas persyaratan administrasi

yang diajukan oleh para Bakal Calon Kepala Desa dan hasilnya
dituangkan dalam berita acara .

(2) Dalam hal bakal calon yang mendaftarkan lebin dari 5 (lima) orang maka
Selain penyaringan melalui penelitian administrasi sebagaimana
dimnaksud pada ayat (1) terhadap Bakal Calon Kepala Desa juga
dilakukan ujian penyaringan untuk mengetahui tingkat pengetahuannya.

(3) F'e1aksana_ah ujian penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa dar dapat bekerja sama
dengan pihak ketiga.

Fasal 13

Dalam melaksanakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 panitia pemilihan dapat
mengundang dan melibatkan pihak-pihak yang terkait untuk diminta

bantuannya dalam menentukan keabsahan persyaratan administrasi
dimaksud .

Pasal 14

(1) Ujian penyaringan meliputi ujian tertulis dan ujian lisan dengan
menggunakan sistim ganda vyaitu sistim standar nilai dan sistim
peringkat.

(2) Materi yang diujikan meliputi :
a. Pancasila dan UUD 1945 !

b. Pengetahuan umum ;

c. Pengetahuan tentang Pemerintahan umum dan pemerintahan desa,
Pasal 15 |

(1) Dari hasil ujian penyaringan, Panitia Pemilihan mengusulkan 5 (lima)
orang bakal calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan menjadi
calon yang berhak dipilih.

(2) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan BPD dan

diumumkan kepada penduduk Desa 3 (tiga) hari sebelum tanggal
pemungutan suara.

(3) Pada hari yang sama sesudah pelaksanaan pengumuman oleh Panitia
Pemilihan dilanjutkan pengundian nomor urut tanda gambar para calon
Kepata Desa yang berhak dipilih, d
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(4) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah foto
masing-masing calon Kepala Desa .

Pasal 16

Bakal Calon yang sudah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih
dengan alasan apapun dilarang mengundurkan diri.

Bagia 1 Kelima
Kam panye
Pa:al 17

(1) Sebagai upaya untuk lebih mengenal terhadap kepribadian, visi, misi
serta program-program pembangunan Desa yang akan dilakukan oleh
.calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan memberikan
waktu kepada calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk melakukan
kKampanye

(2) Paling lambat 3 (tiga) hari sebeium kegiatan penyampaian visi, misi
serta program-program pembangunan para bakal calor, harus sudah

menyerahkan proposal visi, misi secara tertulis kepada panitia
pemilihan .

(3) Isi program pembangunan calon Kepala Desa mencakup program
pembangunan Jangka panjang 6 (enam) tahun dan program
pembangunan jangka pendek 1 (satu) tahunan.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa yang berhak dipilih
dilaksanakan seiama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemunguian
suara dengan cara penyampaian visi dan misi serta program-program

pempbangunan Desa dan pemasangan tanda gambar/foto calon Kepala
Desa.

(2) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa
sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan didepan BPD, Perangkat
Desa, tokoh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada. di
Desa setempat,

(3) Penyampaian visi dan misi sefta program-program pembangunan
adalah bersifat wajib sehingga bag: bakal calon yang tidak bersedia
dinyatakan gugur dan tidak berhak mengikuti tahapan berikutnya.

(4) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan Desa
dilakukan pada hari dan tempeat yang sama dengan pelaksanaan
pengumuman calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan pengundian
nomor urut tanda gambar/foto calon .

(9) Penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan
dilaksanakan setelah pelaksanaan pengumuman calon yang beriak
dipilih dan pengundian nomor urut tanda gambar/calon , bertempat di
balal desa setempat.

(6) Urutan penyampaian visi dan misi serta program-program pembangunan
didasarkan pada nomor urut tanda gambar/foto calon .

Fasal 19
(1) Pemasahgan tanda gambar/foto calon dapat dilakukan ditempat-tempat

umum dan tempat - tempat strategis lainnya kecuali tempat ibadah.
sekolah, kantor/ Dinas / Instansi dan tempat pemungutan suara.
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(2) Apabila tanda gambar/foto calon dipasang dipekarangan atau

bangunan milik orang lain maka pemasangan tersebut harus mendapat
persetujuan dari pemilik.
Bagian Keenam
Larangan
Pasal 20

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau tim kampanye

dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu,
baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun

Kepada siapapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam
pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan / atau tim kampanye yang

terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Panitia
Pemilihan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan kampanye calon dilarang :

a.

b.

mempersoalkan dasar Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : |

memfitnah, menghina atau menyinggung kehormatan pemerintah,

pejabat, seseorang, agama, suku,, ras, golongan dan calon lain ;
menghasut atau mengadu domba calon, perseorangan dan/atau
kelompok masyarakat ;

menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan

penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat

dan/atau calon lain ;

merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain ;

kampanye dilarang diselenggarakan dengancara berlebih-lebihan

seperti pemberian berbagai fasilitas kepada para pendukung;
menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Daerah dan

Pemerintah Desa ;

menggunakan tempat ibadah dan tempat-tempat pendidikan; dan

melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki

dan/atau dengan kendaraan di jalan raya .

pemasangan fanda gambar/foto calon, bendera calon maupun bentuk-

bentuk lain hanya dibenarkan di:

- lingkungan pekarangan rumah milik calon Kepala Desa yang, berada di
Desa yang bersangkutan ;

- rumah penduduk desa atau keluarga, dari calon yang pemiliknya telah
membuat surat pernyataan setju dan tidak keberatan digunakan
selhagai tempat tinggal sementara dan untuk tempat kampanye dari
calon ; '

- tempat-tempat umum Kkecuali tempat ibadah, Sekolah, Kantor/
Dinas/Instansi//Desa ;

- tempat-tempat yang letaknya diluar radius 200 (dua ratus) meter
dari tempat pemungutan suara.

‘Pasal 22

Pelanggaran atas ketentuan larangan pe¢laksanaan kampanye sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 merupakan tir dak pidana dan dikenai sanksi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Fasal 23

(1) Seoelum pelaksanaan kampanye para calon memberitahukan kepada
Fanitia Pemilihan . |

(2) Para calon bertanggung jawab ates jalannya pelaksanaan kampanye
yang dilakukan maupun oleh para pendukungnya.

Bagian Ketuiuh
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 24

(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.

(2) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara
dilaksanakan Panitia Pemilihan mulai memberitahukan kepada
penduduk desa yang berhak memilih dengan :

a. menyampaikan undangan,

b. mengadakan dan. atau menempelkan pengumuman-pengumuman
ditempat-tempat yang strategis tentang tanggal, jam dan ternpat
pernungutan suara akan dilaksanakan.

Pasal 25

Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai
dengan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil.

Fasal 26

(1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai dari jam 08.00 WIB sampai
dengan jam 14.00 WIB.

(2) Sebelum pelaksanaan pemungutan suara. dinyatakan selesai Panitia
Pemilihan waiib mengumumkan tentang akan oberakhimya pelaksaraan
pemungutan suara.

(3) Dalam  keadaan vyang memaksa Panitia  Pemilihan dapat
memperpanjang waktu pemungutan suara untuk tahap pertama 30 (tiga
putuh) menit dan kalau masih diperlukan dapat diperpanjang lagi 30
(tiga puluh) menit. :

Pasal 27

(1) Pada saat pemungutan suara Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
a. menjamin agar asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat
terlaksana dengan baik; .
b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.

(2) Panitia Pemilihan menjaga agar pemilih hanya memberikan 1 (satu)
suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan
apapun,

Pasal 28

(1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila dilaksanakan menurut
Ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah ini serta jumlah yang
hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua per
tiga) dari jumlah pemilih yang ada dalam DPT.
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(2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya
kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 7

(tujuh) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan
pemilihan ulangan. -

(3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk
menggunakan hak pilihnya kurang dari 1/2 (setengah) dari jumlah

pemilih yang ada dalam DPT maka pemilihan tetap dilaksanakan dan
hasilnya sah,

Pasal 29

Sesudah pemungutan suara dihyatakan selesai maka Ketua Panitia
Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga segera:

a. membuka kotak suara dan menghitung jumlah surat suara yang masuk

setelah diteliti dengan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih

b. mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara.

(1) Panitia Pemilihan menetapkan untuk masing-masing Calon Kepala Desa
yang berhak dipilih 1 (satu) orang Saksi dan 1 (satu) orang cadangan

Saksi sebagai wakil untuk mengetahul sah dan tidaknya suara yang
diberikan cleh para pemilih.

(2) Saksi / cadangan Saksj sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan cleh

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih secara tertulis kepada Ketua
Panitia Pemilihan setelah pengundian tanda gambar,

(3) Jumlah Saksi / cadangan Saksi sama dengan jum!ah Calon Kepala
Desa yang berhak dipilih,

(4) Dalam hal terjadi calon tunggal mal a Saksi / Cadangan Saksi ditentukan
2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang -fari Calon Kepala Desa yang terhak
dipilih dan 1 (satu) orang darj Panitia Pemilihan |

Pasal 31

Pencatat penghitungan suara dilakukan oleh pelugas yang ditunjuk oleh
Ketua Panitia Pemilihan

Pasal 32

(1) Suara dinyatakan sah apabila :
a. menggunakan surat suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan :
b. ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan tanda tangan
asli dan dibubuhi stempel Panitia Pemilihan :
C. tusukan dilakukan dengan menggunakan alat dan te mpat yang
disediakan Panitia Pemilihan ;
d. bekas tusukan jelas terlihat dan teletak didalam (satu) tanda gambar.

e. tidak ada lubang atau kerusakan pada tanda gambar lain yang
terpakai,

(2) Tusukan yang mengenai pada bagian surat suara sepanjang tidak pada
gamoar yang terpakai dianggap tidak ada tusukan.

Pasal 33

Suara dianggap tidak sah apabila tidak memenuhj ketentuan-ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).



Pasal 34

- Pada saat pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara, para
Calon Kepala Desa yang berhak dipilih berada ditempat yang sudah
ditentukan dalam area tempat peémungutan suara kecuali ada alasan yang
dapat dibenarkan oleh Panitia Pemilihan,

Bagian Kedelapan
Penandatanganan Berita Acara
Fasal 35

(1) Apabila pemungutan suara dan penghitungan suara telah selesai maka

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan Ketua Panitia Femilihan
menandatangani Berita Acara.

(2) Penandatanganan Berita Acara pemungutan suara dilakukan setelah

pemungutan suara dinyatakan selesai atau sebelum nenghitungan
suara dimulai.

(3) Penandatanganan Berita Acara penghitungan suara dilakukan setelah
penghitungan suara selesai.

Fasal 38

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang meninggalkan tempat
sebelum menandatangani. Berita Acara penghitungan suara, maka yang
bersangkutan dipanggil untuk hadir dan menandatangani Berita Acara.

(2) Apabila sudah dipanggil 3 (tiga) kali dan tetap tidak datang maka yang
bersangkutan dianggap menyetujui hasil penghitungan suara serta
pelaksanaan penghitungan suara dinyatakan sah.

Fasal 37

Apabila Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak mau menandatangani
Berita Acara pemungutan suara dan atat] penghitungan suara maka yang
bersangkutan dianggap menyetujui  hasil pemungutan suara dan
penghitungan suara serta pelaksanaan dan hasilnya dinyatakan sah.

Pasal 38

Bentuk Berita Acara Pemungutar suara dan Berita Acara penghitungan
suara adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran | dan [I Peraturan
Daerah ini.

Pasal 39

(1) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksana;n
pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. Bupatt membentuk Tim
Fengawas dan Pembina.

(2) Keanggotaan Tim sebagaimana iJimaksud paca ayat (1) terdiri dari
Pejabat-pejabat yang ada dilingkur.gan Pemerintah Kabupaten,

(3) Pembentukan, tugas wewenang dan tanggung jawab Tim dituangkan
dalam Keputusan Bupati.
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Bagian Kesembilan
Calon Kepala Desa Terpilih
Pasal 40

(1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang
mendapat kan dukungan suara terbanyak dan sekurang-kurangnya 1/5
(satu per lima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya,

(2) Dalam hal calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya 1 (satu) orang
(calon tunggal), maka calon Kepala Desa yang berhiak dipilih tersebut
baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah suara sekurang-ku
rangnya 50 % ( lima puluh persen) ditambah 1 (satu) darj jumlah pemilih
yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 41

(1) Dalam hal tidak Seorang calonpun yang mendapat dukungan suara
lerbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, maka Panitia
Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.

(2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang memperoleh
suara terbanyak yang jumlahnya sama maka dilakukan pemilihan

ulangan khusus untuk Para calon yang memperoleh suara terbanyak
yang sama tersebut,

(3) Pemilihan ulangan sebagaimar“a dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilaksanakan pada hari lainnya, seiambat-lambatnya 7 (tujuh} hari
setelah pemilihan yang pertama.

Pasal 42

(1) Apabila dalam pemilihan ulangan kedua tidak dapat menghasilkan calon
Kepala Desa terpilih maka diadakan pemilihan ulangan ketiga.

(2) Pada pelaksanaan pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud pada
ayatl (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh ) hari _

BAB Il
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN
KEPALA DESA TERPILIH
Bagian Pertama
Pengesahan
Pasal 43

(1) Berdasarkan Beritg Acara pemungutan suara dan Berita Acara
penghitungan suara, panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan
Kepala Desa kepada BPD sebagai dasar penetapan Calon Kepala
Desa terpilih dengan keputusan BPD serta diusulkan kepada Bupati
melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa,

(2) Usulan pengesahan dari BPD kepada Bupati sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.

(3) Pengesahan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam Keoutusan Bupati selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah menerima usulan dari BPD.
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Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 44

(1) Selambat-lambatnya dalanmi waktu 15 (lima belas) hari setelah
citerbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan sebagai Kepala
Desa, maka yang bersangkutan harus sudah dilantik oleh Bupati atau
Pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Pada saat pelantikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala
Desa yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji
cengan bersungguh-sungguh dihadapan Bupati atau Pejabat lain yang
ditunjuk untuk itu dengan dihadiri anggota BPD dan tokoh-tokoh
masyarakat lainnya yang ada di Desa yang bersangkutan.

Pasal 45
(1) Susunan kata-kata Sumpah ! janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

* Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya,
sejujur-jujumya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara,
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Feraturan Perundang:
undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

(2) Dalam mengucapkan sumpahfjanji, harus ciawaliidiakhiri kata-kata

sebagai berikut :

a. untuk yang beragama Islam, ciawali dengan kata-kata "Demi Aliah”

b. untuk yang beragama Krislen diakhiri dengan "Semoga Tuhan
menolong saya”

c. untuk yang beragama Hindu diawali dengan ucapan " Om atah
Paramawisesa "

d. untuk yang heragama Budha diawali dengan ucapan “ Demi
Sangyang Adi Budha "

Pasal 46

=

Tempat pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan
atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. .

FPasal 47

(1) Setelah acara pelantikan selesai dilanjutkan dengan serah terima
jabatan dari Kepala Desa lama atau Penjabat Kepala Desa kepada
Kepala Desa baru yang dituangkan dalam Berita Acara .

(2) Dalam hal Kepala Desa lama terpilih kembali sebagai Kepala Cesa
maka tidak ada acara serah {erima .
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BAB IV
MASA JABATAN KEPALA DESA
Pasal 43

(1) Masa jabatan Kepala Desa adalah & ( enam ) tahun terhitung sejak
tanggal pelantikan.

(2) Apabila masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
berakhir, yang bersangkutan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)
kali masa jabatan berikutnya,

Pasal 49

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang memasuki usia
pensiun tidak mengakibatkan masa jabatan 6 ( enam ) tahun sebagaimana
dimaksud Pasal 48 ayat (1) terputus.

BAB V
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA
Pasal 50

(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan  urusan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan .
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kepala Desa mempunyai wewenang :
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD :
b. mengajukan rancangan peraturan desa
C. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan
bersama BPD : ‘ '
d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai
APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD :
membina kehidupan masyarakat desa :
membina perekonomian desa :
‘mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif :
mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat

menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan ; dan

I. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan .

T o

Pasal 51

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud
pada pasal 50, Kepala Desa mempunyai kewajiban

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia ;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat :

d. melaksanakan kehidupan demokrasi :

e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan
bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme :

f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan
desa ;




(2)

(4)

(6)
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g. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan :

h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik ;
melaksanakan dan - mempertanggung jawabkan pengelolaan
keuangan desa : _

melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa ;

. mendamaikan perselisihan masvarakat di desa ;

mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa ;

.membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan
adat istiadat ;

. memperdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa : dan

. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestareikan
lingkungan hidup . e

3 —xT

O 3

Selain  kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
mempunyai -kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggraan
pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan
pertanggung jawaban kepada BI’D, serta menginformasikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan di sa kepada masyarakat .

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Keterangan pertanggung jawaban kepada BPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
dalam musyawarah BPD .

Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kKepada
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa
selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau

diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat
desa, radio komunitas atau media lainnya .

Laporan sebagaimaha dimaksud pada ayat (3) , digunakan oleh Bupati
sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintanan desa
dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut

Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupat
melalui Camat dan kepada BPD .

'BAB VI
LARANGAN
FPasal 52

Kepala Desa dilarang

a. menjadi pengurus dan anggota partai politik : ‘

0. merangkap jabatan sebagai ketua dan / atau anggota BPD, dan
lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan :

c. merangkap jabatan sebagai anggota DPR/DPRD

d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemiihan Presiden/\Wakil
Presiden dan pemilihan Kepala daerah :

e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok

~ masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan

masyarakat |ain :
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f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya ;

g. menyalahgunakan wewenang:

h. melanggar sumpah/janji jabatan :

. bertempat tinggal di luar desanya;

j. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan/keterangan yang sah
dzin dapat dipertanggungjawabkan selama 3 (tiga) bulan berturut-
hurut;

K. meninggalkan tugas kedinasan tanpa alasan/katerangan yang sah
dan dapat dipertanggungjawabkan, walaupun tidak berturut-turut
tetapi kalau dijumlah mencapai 60 (enam puluh) hari dalam 1 (satu)
laiun,

.. melakukan kerjasama bersama orang lain di dalam maupun di
lingkungan kerjanya, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi
dan/atau Desa, Daerah dan/atau Negara .

BAB VIl
SANKS|
Pasal 53

(1) Kepala Desa yang melanggar Pasal 50 dan/atau 51 dan/atau 52
dikienakan sangksi administratif Derupa teguran, peringatan,
skorsing dan/atau pemberhentian,

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian sanksi, diatur
dengan Peraturan Bupati ,

BAB VI ;
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 54

(1) Rencana biaya pencalonan dan pemilihan Kepala Desa diajukan oleh
Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa setelah
dimusyawarahkan dengan BPD.

(2) Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa menetapkan biaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.

(3) Apabila biaya yang ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
tidak mencukupi Panitia Pemilihan dapat mengusahakan tambahan
dana secara swadaya melalui sumbangan yang tidak mengikat..

(4) Sumber Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari

sumbangan yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah :

a. Bantuan Pemerintah Kabupaten :

b. Bantuan dari calon Kepala Di:sa dan pihak lain paling tinggi 30 %
(tiga puluh persen) dari biaye Pemilihan Kepala Desa dan harus
diperhitungkan dalam perhitungan APB Desa .

Pasal 55

(1) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 53 dipergunakan untuk
a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan
tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya
yang sejenis);
b. pendaftaran pemilih;
c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan:
d. penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa: ;r
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honorarium Panitia, konsumsi dan rapat;

biaya pengamanan:

biaya pelantikan:

. biaya lain yang berkaitan dengan pencalonan Kepala Desa.

D@ o

(2) Pertanggungjawaban penyel:nggaraan dan penggunaan biaya
pemilihan. disampaikan oleh Vanitia Pemilihan kKepada Kepala Desa
dalam rapat BPD yang dihadiri Pemerintah Desa dalam jangka waktu

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah tanggal pelantikan
Kepala Desa terpilih.

BAB IX
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Pasal 58

(1) Kepala Desa berhenti Karena :
a. meninggal dunia
b. permintaan sendiri :

£ dibErhentiRan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
Cc karena :

a. berakhirnya masa jabafannya aan telah dilantik pejabat yang baru :

b.tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap secara berturut-turut selama & (enam) bulan :

C. tidak lagi memenuhj Syarat sebagai Kepala Desa
d. dinyatakan melanggar sumpah / janji jabatan :

e. tidak melaksanakan Kewajiban Kepala Desa :

f. melanggar larangan bagi Kepala Desa .

(3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh

Pimpinan BPD kepada Bupati melaiy Camat, terdasarkan Keputusan
musyawarah BPD,

Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan musyawarah BPD yang
dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD .

(9) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pads

ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak usul diterima |

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Dessg sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) , Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

FPasal 57

(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa meilalui usulan
BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan
Pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. A
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(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD
apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperocleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 58

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan
BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi,

tindak pidana terorisme, maker dan/atau tindak pidana terhadap keamanan
Negara.

Fasal 59

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 , setelah melalui proses peradilan
ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap , paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi

dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai
dengan akhir masa jabatan .

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya
merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan

Pasal 60

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 58 Sekretaris Desa melaksanakan tugas

dan kewajiban Kepala Desa sampal dengan-adanya putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 81

Apabila Kepala Desa diberhentikan scbagimana dimaksud dalam Pasal 56
ayat (2) dan Pasal 57 ayat (2), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa
dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama

6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 62

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara berhak untuk menerima
90 % (lima puluh persen) dari bengkok Kepala Desa.

(2) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara kKarena dinyatakan
menjadi tersangka suatu tindak pidana, maka hak untuk menerima 20 %
(lima puluh persen) dari bengkok adalah paling lama 1(satu) tahun.

(3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak tangal
Keputusan Pemberhentian Sementara belum ada putusan Pengadilan
atau putusan/penetapan lain yang mempunyai kekuatan hukum tetap
maka hak untuk menerima 50 9 (lima puluh persen) dari penghasilan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentixan dengan Keputusan
Bupati setelah adanya usulan dar] BPD melalu: Camat.

(4) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun BPD tidak mengusulkan
penghentian penghasilan 50 9% (ima puluh persen) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka tanpa usul BPD Bupati dapat
menghentikannya,
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Pasal 63

(1) Dalam hal Kepala Desz menerima 50 % (lima puluh persen) dari
penghasilan dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3)
sedang berdasarkan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan
hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan ! 2u: bersalah, maka jangka
waktu antara penghentian penerimaan penghasilan sampai dengan
adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap tidak dihitung sebagai masa jabatan .

| (2) Terhadap Kepala Desa yang diberhentikan sementara apabila sampai
dengan akhir masa jabatannya belum ada putusan dari pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Kepala Desa tersebut
diberhentikan dari jabatannya.

BAEB X
PENJABAT KEPALA DESA
Fasal 64

(1) Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati |

(2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi yang
berkembang di masyarakat melalui rapat BPD.

(3) Calon Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari :

a. Perangkat Desa setempat :

b. Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam Iingkungan Kabupaten;

c. Tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat Desa setempat.
Fasai 65

(1) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, penjabat Kepala
Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau Pejabat iain yang ditunjuk,

(2) Bunyi sumpah/janji Penjabat Kepala Desa adalah :

* Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan
memenuhi kewajiban saya selaku Penjabat Kepala Desa dengan
sebaik-baiknya, sejujur-jujumya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan
selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila
sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan
demokrasi dan Undang- Undaig Dasar 1945 sertz melaksanakan
segala Peraturan Perundang-unuangan dengan selurus-lurusnya yang
oerlaku bagi Desa, daerah dan Nizgara Kesatuan Republik Indcnesia ",

Pasal 656

(1) Tugas, wewenang dan kewajibén Penjabat Kepala Desa sama dengan
dengan tugas, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

(2) Disamping tugas dan wewenang sebagaimana dimaksudpada ayat (1)
Penjabat Kepala Desa mempunyai  tugas  mempersiapkan
penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa .

(3) Penjabat Kepala Desa berhak :

a. mendapatkan penghasilan 2 % (dua persen) per bulan dari harga
nilai lelang tanah bengkok Kepala Desa.

b. Mendapatkan pengahasilan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan
yang dilaksanakan sebagai Penjabat Kepala Desa.



Pasal 67

(1) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan/atau
sampai dengan dilantiknya Kepala Desa difinitif.

. (2) Dalam hal masa jabatun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) habis
- dan belum dilantik Kepala Desa difinitif maka sesua Kebutuhan, yang
bersangkutan dapat diusulkan 1 (satu) kali lagi untuk menjabat sebagai
Penjabat Kepaia Desa .

Pasal 68

(1) Penjabat Kepala Desa dapat diberhentikan sebelum habis masa
jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila melakukan
tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh
Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi yang
berkembang di masyarakat melaluj rapat Badan Permusyawaeatan
Desa.

BAB X
TINDAKAN PENYIDIKAN
Pasal G5

(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah
adanya persetujuan tertulis dari Bupati

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan :
b. Diduge telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam
dengan pidana mati.

(3) Tindakan penyidikan  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,
dibertahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling
lama 3 (tiga) hari.

BAB XII
TINDAKAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF -
Pasal 70

(1) Tindakan dan atau sanksi administratif akibat pelanggaran terhadap
Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a. Apabila bakal calon Kepala Desa terbukti memalsukan persyaratan-

~ persyaratan dan diketahui sebelum pelaksanaan pemungutan suara
maka yang bersangkutan dinyarakanugugur sebagai calon Kepala
Desa yang berhak dipilih dan apabila di ketahui setelah pelantikan,
penyelesaiannya melalui proses hukum:

b. Apabila calon terbukti melanggar Pasal 20 dan terjadi sebelum dan
pada saat pelaksanaan pemungutan suara maka yang bersangkutan
dinyatakan gugur sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih ;
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C. Apabila Panitia Pemilihan Kepala Desa terbukti melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam
Peraturan Daerah ini, maka Kepada yang bersangkutan dikenakan
tindakan administratif sesuai dengan status jabatannya oieh BPD:

d. Apabila ternyata terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang
lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan,
maka hak pilihnya dianggap tidak sah, dan jika diketahui setelah hak
pilihnya dipergunakan maka kepada yang bersangkutan dikenakan
tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku .

(2) Terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh calon terpilih
sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan putusan . Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan tindak pidana,

maka dipergunakan sebagai dasar usulan pemberhentian kepada
Bupati.

BAE Xl
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 71

(1) Apabila penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan sampai dengan
Pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan
tepat waktu atas usul BPD, Bupati dapa! memperpanjang waktunya
untuk selama-lamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Kepala

Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya
Kepala Desa hasil pemiljihan,

(2) Apabila perpanjangan wakty sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

temyata belum cukup atas usul BPD, Bupati dapat menetapkan
Penjabat Kepala Desa |

BAB x|V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 72

(1) Kepala Desa yang ada pada saat inj tetap melaksanakan tugas sampai
habis masa jabatannya .

(2) Kepala Desa yang sudah pernah menjabat selama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau 2 (dua) kali masa Jabatan tidak diperbolehkari untuk
mencalonkan dan/atau dicalonkan Kembali sebagai Kepala Desa .

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 73

FPada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tata Cara FPencalonan,
Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan

Pemberhentian Lurah Desa beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan
dicabut dan tidak berlaky.



Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
ada tanggal 11 Januari 2007

Diundangkan di Demak
pada tan Januari 2007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2007 NOMOR 2



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGESAHAN, PELANTIKAN.
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

[ UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa sebagai pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Mentari
Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1999 tentiing Pedoman Umum Pengaturan
Mengenai Desa, telah ditetapkan Peraturan Jaerah Kabupaten Demak Nomor
11 Tahun 2004 tentang Tata Cara, Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan,
Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Lurah Desa .

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001
tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerzh
Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2004 lentang Tata Cara , Pencalonan
Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan
Pemberhentian Lurah Desa, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan
Undarg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo,
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa , perlu menetapkan
kembali pengaturan tata cara, Pencalonan, Femilihan, Pengesahan, Pelantikan,
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Feraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa disebutkan bahwa ketentuan mengenai
pengaturan tata cara, pencalonan, pemilihan, Pengesahan , Pelantikan.
Pembehentian Sementara dan Peberhentian Kepala Desa |, perlu ditetapkan
dengan Peraturan Daerah . '

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas maka dalam rangka
untuk  meningkatkan penyelenggaraan pemerintahaan Desa yang lebinh
berdayaguna dan berhasilguna, Khususnya untuk mendapatkan bakal calon
memilih dan menetapkan Kepala Desa yang berdedikasi, cakap dan mampu
untuk melaksanakan semangat otonomi dan serta mengatur kegiatan-kegiatan
Kedinasan dan akibat yang timbul berkaitan dengan pelakasanaan tugas
kedinasan dipandang perlu menetapkan kembali pengaturan tentang Tata cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara
dan Pemberhentian Kepala Desa.

ll. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memproses pooilihan Kepala Desa®
adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala Desa
yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan
mengusulkan calon Kepala Desa terpilih repada Bupati untuk
disahkan menjadi Kepala Desa terpilih.

Avyat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 3
Ayat (1)
Apabila dipandang perlu kepanitiaan ditambah dari unsure RT / RV ;
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)

Jumlah Perangkat Desa yang menjadi panitia pemilihan sekurang-
kurang 1/3 (satu per tiga) dar] anggota BFD yang menjadi panitia pemilihan.

- Pasal 4
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Bagan hubungan sedarah derajad kedua ke atas/ke bahwa atau
kedua menyemyamping adalah sebagai berikut :

A (Bapak) ;3 B (Ibu)
C (anak) D (anak) E (anak)
F (anak) G (anak) H {anak) | (anak) J (anak)
Keterangan :
K Status
1. A+B : Bapak + |bu
&, B . Anak-anak dari AB
3. F. G . Anak-anak C
4. H . Anak D
2 1. : Anak E



Il. Hubungan derajad :
1. AB dengan CDE = 1 (satu) derajad lurus ke bawah ( orang tua dengan
anak)
2. AB dengan FGHIJ = 2 (dua) derajad lurus ke bawan (kakek/ nenek
dengan cucu)
3. C dengan DE = 2 (dua) derajad m enyamping (saudara kandung)
4. C dengan HIJ = 3 (tiga) derajad menyamping (paman dengan
kKeponakan) '
LI Yang tidak boleh menjadi ketua panitia sampai derajac kedua :
Misalnya :
A/ B ketua panitia, yang menjadi bakal calon Kepala Desa C, D, E, F.
G, H, I, J atau sebaliknnya.
IV, Yang boleh karena sudah lebih dari 2 (dua) derajad .
Misalnya !
- C menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa H,
|, J atau sebaliknya.

- D menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calon Kepala Desa F,
G, 1, J atau sebaliknya.

- E menjadi ketua panitia yang menjadi bakal calun Kepala Desa F,
G, H atau sebaliknya.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Rencana biaya harus untuk keperluan yang ril dan logis serta tidak
berlebih-lebihan,

Huruf ¢ sampai dengan huruf p
Cukup jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) ;
Cukup jelas
Fasal 8

Ayat (1)
Persyaratan-persyaratan tersebut dibuktikan dengan bentuk tertulis berupa

pernyataan yang dibuat sendiri, dokumen-dokumen yang telah dimiliki atau
berupa keterangan yang diterbitkan oleh Dinas/Instansi yang berwenang



Ayat (1)
Huruf a,
Dibuktikan dengan KTP:
Huruf b | , .
Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam ketentuan ini dalam arti
taat menjalankan kewajiban agamanya.
Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan
sparatis secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk
mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melarggar Undung-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah” adalah yang
mengakui pemerintahan yang sal. menurut Undang-Undang Dasar
Negara republic Indonesia Tahun 1£45.

Huruf d
Berpendidikan paling rendah setingkat Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama atau sederajad maksudnya adalah ;

- Lulus ujian dan berijasah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga
pendidikan formal Negeri/Swasta misalnya : SMP, SMEP SKKP,
MTs dan ST yang melaksanakan ujian akhir berdasarkan kurikulum
yang ditetapkan oleh Pemerintah/Standarnasional pendidikan,

- Lulus ujian dan berjasah yang sederajad dz=ngan ijasah Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama melalui pendidikan pendidikan non
formal misalnya : program kelompok belajar paket B atau yang
sejenis sepanjang menggunakan kurikulum yang ditetapkan oleh
Pemerintah/standar nasional pendidikan :

- ljasah yang digunak sebagai persayaratan baxal calon bukan ijasah
lokal yaitu ijasah yang dikeluarkan oleh pendidixan setempat;

- Foto copy ijasah yang dijadikan’ lampiran persyaratan bakal calon
dilegalisir oleh lembaga pendidikan yang mengeluarkan ijasah
lersebut dan juga oleh dinas / Instansi yang benvenang untuk itu ;

- Bagi lembaga pendidikan atau sekolah yang tenah tidak ada (bubar)
cukup dilegalisir oleh Dinas/Instansi yang bervenang |

- Bagi ljasah yang hilang/ rusak harus dibus - n dengan  ijasah

penggantifketerangan yang dikeluarkan o' Jinasfinstansi yang
berwenang, setelah dibuktikan adanya laporan kehilangan dari
Kepolisian.

Huruf e

.~ Batas usia 25 tahun dihitung dalam =urun waktu tanggal,
bulan tahun dimulainya peinbukzan pendaftaran sampai
dengan penutupan pendaftaran :

- Untuk mengetahui usia Séseorang utamanya mengunakan akta
kelahiran / dokumen lain yang diterbitkan oleh Instansi
Pemerintah yang paling lama/awal yang dirmiliki.

Huruf f
Cukup jelas

Huxuf g
Berlakuan baik maksudnya adalah
- adanya keterangan dari Kepolisian -
- tidak pernah diberhentikan karena bermasalah dari |
abatan Pegawai Negeri/Kepala Desal/Perangkat Desa
yang pernah dijabat sebelumnya.
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Huruf h
tidak pernak dihukum penjara / kurangan, dibuktikan
dengan adanya surat keterangan dari badan peradilan

( Pengadilan ) , termasuk wilayah hekum diluar Kabupaten
Demak .

Huruf |
Adanya keterangan dari badan peradilan (Pengadilan) .

Huruf |

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari
Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili
selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan
untuk putra desa adalan kelahiran desa setempat dan

pernah terdaftar/bertempat tinggsl sebagai penduduk
setempat.

Huruf k

Dibuktikan dengan adanya KTP dan keterangan dari
Kepala Desa /Penjabat Kepala Desa.tentang domisili
selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus . Sedangkan
untuk putra desa adalah kelahiran desa setempat dan

pernah terdaftar/bertempat tinggal sebagai penduduk
setempat

Huruf |

Selain sehat jasmani serta nyata-nyata tidak
terganggu jiwanya / ingatannya, idealnya tidak cacat fisik
yang dapat mengganggu tugas-tugas dilapangan.

Huruf m
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Apabila calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkai
Desa atau BPD terpilih menjadi Kepala Desa maka yang

bersangkutan dengan sendirinya dinyatakan
mengundurkan diri dari jabatannya atau keanggotaan
BPD, |
Pasal §
Huruf a
Apabila dikemudian hari setelah pelaksanaan

pemungutanﬁpenghitungan suara diketahui ternyata pemilih tercatat
/mempunyai 2 (dua) kepenaudukan maka hal tersebut tidak

mempengaruhi hasil dan keabsahan penghitungan / pemungutan
suara.

Huruf b

Cukup jelas
Huruf

Cukup jelas
Huruf'd

Cukup jelas



Pasal 10
Ayat (1)
Apabila berhalangan waktu pendaftaran dapat diwakilkan dengan
menggunakan surat kuasa,
Ayat (2)
Cukup jelas
myat (3)

Persetujuan dan penandatanganan DPS oleh bakal calon sebagai
upaya untuk memperoleh akurasi data DPS sejak awal, dan untuk
mengeliminir permasalahan .

Pasal 11
Ayat (1) .
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3) -
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Fasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Ayat (1) )
| Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 15
Ayat (1)
+ Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 16
| Cukup jelas
Pasal 17 |
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas



Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Avyat (3) .
Penyampaian visi dan misi dilakukan oleh calon Kepala
Desa dengan cara searah atau monoclogis.
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) :
Cukup jelas

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas
Huruf d :

Cukup jelas
Huruf e '

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas
Huruf j -
Cukup jelas

Pasa! 22
Cukup jelas

.Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Huruf a '

Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas’

Pasal 27

Avyat (1)

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas
Ayat (2]

Cukup jelas

Pasal 28 .
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
' Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas



Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Cukup jelas

Avat (1)
Hurufa

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Tusukan idealnya mengenai tanda gambar/foto atau
satildak-tjdaknf,ra mengenal pada tepi bagian dalam
garis pembatas tanda gambar/foto.

Huruf e
Cukup jelas

Avyat (2)
Apabila ada tanda gambar yang lidak terpakai tetapi

tertusuk maka dianggag ticak ada tusukan /
dianggap sah.

Cukup jelas

Alasan yang dapat dibenarkan misalnya , ada hal-ha| yang sifatnya
mgndesak, Urusan keluarga , terganggu kesehatannya atau keadaan
lainnya yang dianggap logis dapat dipertanggungjawabankan

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
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Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)
. Cukup jelas
Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas
Avyat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Fasal 44
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) -
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢
. Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas



Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Fasa! 10,

o

Ayat(1) |

- Serah terima jabatan tidak hanya formalitas saja, tetapi
sekaligus sebagai penyerahan tanggungjawab dari
Kepala Desa lama kepada Kepala Dess yang baru
mengenai keadaan yang sebenarnya tentang hal-hal
yang diserahterimakan sebagaimana yang tercantum
dalam berita acara serah terima, |

- Apabila ada sesuatu hal yang kurang jelas atau kurang
lengkap, maka Kepala Desa yang baru dapat
menanyakan dan membuat catatan terhadap hal tersebut
dalam berita acara serah terima jabatan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas

Cukup jelas

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan" antara lain
pengaturan  kehidupan masyarakat sesuai dengan
kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,

pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan
Badan Usaha Milik Desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan "urusan pembangunan” antara lain
pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana
prasarana, fasilitas umum desa sepertl jalan desa, jembatan
desa, irigasi desa dan pasar desa

Yang dimaksud dengan “urusan kemasyarakatan” anatara
lain pembetdayaan masyarakat melalui pembinaan
kehidupan sosial budaya masyarakat sepert bidang
kesehatan, pendidikan dan adapt istiadat.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas



Pasal

a1

-

Huruf g
Yang dimaksud dengan "mengkoordinasikan
pembangunan desa secara partipatif “adalah
menfasilitasi dalam perencanaan, pelakasanaan,
pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian
pembangunan di desa.

- Huruf h

Clkup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukun jelas

Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf |
Cukup jelas
Huruf k
Untuk mendamaikan perselisihan, Kepala Desa
dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf |

Cukup jelas
Huruf m

Cukup jelas
Huruf n

Cukup jelas
Huruf o

Cukup jelas
Ayat (2) e
Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan
pemerintahan desa” adalah laporan semua kegiatan
desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta
tugas-tugas dal. keuangan dari Pemerintah,
Pemerintah Provil si, Pemerintah Kabupaten.
Yang dimaksud dengan "memberikan keterangan
pertanggungjawaban * adalah keterangan seluruh
proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa

termasuk APB Desa.
{



’T:"asai o P

~ Ayat (4)

. 43 s

Yang dimaksud dengan "menimfoimasiiian 'aporan
penyelenggaraan  pemerintahan desa kepada
masyarakat" adalah memberikan informasi bherupa
pokok-peckok kegiatan,

Ayat (3)
Cukup jelas

BPD dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis
atas laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
Desa tetapi tidak dalam kapasitas menolak atau
menerima,

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayal (B)
Yang dimaksud pembinaan dapat berupa pemberian
sanksi dan/atau penghargaan

Ayat (7) |
Yang dimaksud dengan "laporan akhir masa jabatan”
adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa
disampaikan kepada Bupati dan BPD selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa
jabatan.

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas .

Huruf ¢ 9
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas
Huruf |

Cukup jelas
Huruf k

Cukup jelas
Huruf |

Cukup jelas

WY




-

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Avyat (2)
Cukup jelas

Pasal 54
Avyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2) |
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayart (4)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas

Pasal 55
Avat (1) |
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Hursf ¢
Cukup jelas
Huruf d

Huruf a

eukup jelas
Huruf f

- Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Fasal 56
Ayat (1) *
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Tidak dapat melaksanakan tugas secara
berkelanjutan dan atauberhalangan tetap secara
berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak
termasuk dalam rangka melaksanakan tugas
dalam rangka kegiatan yang berkaitan dengan
pemerintahan,



AR -

Huruf ¢ '
Cukup jelas «

Huruf d
Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan
ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan.

Huruf e

“ Cukup jelas
Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayat (6) .

Cukup jelas

Pasal 57 |
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 58
: Cukup ielas

Pasal 59
Ayat (1)
Cukup jelas
Avyat (2)
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas “

FPasal 61
Cukup jelas

Pasal 62 -
Avat (1) :
Cukup jelas

Ayat (2)
- Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Avyat (4)
Cukup jelas

Pasal 63

Avat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
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Pasal 64 |
- AFE[ {1} - o
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢ -
Cukup jelas
Pasal 65
Ayat (1)
* Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 606
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Culkup jelas

Pasal 67 e
Avyat (1)
~ Cukup jelas
Ayat (2)

Pasal 68
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

- Pasal 69
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Cukup jelas
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

——
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Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
- Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling iama 10 (sepuluh)
tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “2 (dua) kali masa jabatan" adalah
seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama 2 (dua)
-kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CEMAK NOMOR 2



Pada hart ....oovevennenn..

yang bertanda tangan cibawah ini

LAMPIRANT : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
 NOMOR 2 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA

JALANNYA PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA PADA RAPAT
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DIESA ..iivicriensesnisessransasanssssnsanissassssnsasane

MNama

Jabatan

Nama

labatan

Nama

Jabatan

Nama

Jabatan

MNama

Jabatan

Nama

Jabatan

KECAMATAN nnsnni KABUPATEN DEMAK

ENE R RN RN Etll]ggul- I"I'“:ll“"i‘!l-l‘-‘l-‘l-"l-‘l!ll‘l-l bLtIﬂIl (R RN R R SRR ENE RN EERERERELELEEJL tﬂhulj. kan1i

Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala

DEE& - d_i Dasa IR RS R AR RIS R R SRR SRR EER AR LS LSRR LD, Iiecamatan

Kabupaten Demak.

Sekretaris Panitin Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
BRSSO YRR s s Vs s S

Kabupaten Demak,

Calon KepalaDesa di Desal .....coovvivieieie e
Kecamatan .........voviimeevnennnnn. Kabupaten Demak

Dengan nomor urut calon : ......

s anlon Repaln Desa dl Desh wcsninnnsnwinsnminminiieas s
Kecamatan .........cccoocviemiessvareennennnn. Kabupaten Demak

Dengan nomor urut calon :........

Célon Kepala Desa o DR .ovinsussaisiiiiisaviivsig
ICECAMBLAN i KObDUpaten Demak

Dengan nomor Wl ....oievinenren

4]

Calon Kepala Desa di Desa ........ueaeeee,



BECAMBII oo missnsiaiiing Kabupaten Demak

Dengan nomor urut :

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Menyatakan dengan sesungguhnya dan berani mengangkat sumpah

l. Rapat penyelengparaan Pemungutan Suara pada rapat Pemilihan Calon Kepala Desa

A1 DIRER .. oinimsminisanisainsis KocHmatan st Kabupaten Demak yang
dilaksanakan pada havi .ooovvve, EAZEAL i B e tahun .............
DETTERREE oo mmananias s ReR L e telah berlangsung dengan

aman dan tertib teralur serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelengparaan pemungutan Suara pada rapat pemilihan Calon Kepala Desa di desa
g T LITRITE R TRUERNRERERE L4111 111 L L T IKabupaten Demalk dilaksanakan
berdasarkan :

a. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah :

b. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan, Pemberhientian dan Pemberhentian
Sementara Kepala Desa.

3. Kami bersedia - diambil tindakan sesuaj dengan ketentuan yang berlaku dalam hal
menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan

4, DBerita Acara Jalannya penyelenggaraan pemilihan calon KRepala Desa ini kami tanda
tangani setelah mendengar jawaban dari para pemilih terhadap pertanyaan Panitia
Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan calun Kepala Desa yang menyatakan bahwa

pelaksanaan rapat Kepala Desa dinyatakan sah dan berjalan secara Langsung, Umum
Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil .
1

1

PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHMAN CALON KEPALADESA

( KETUA)
( Sekretaris )
CALON KEPALADESA

....................................... (IR EE B s 500 =
RN 111 ol 1 [ 1 R )
o IGHROE Ut s s )
o { Nomor urut .oovevovvvvn } &

....................................... ( Nomor urut ..ooeeceinnnnn, )




LAMPIRANII : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
NOMOKR 2 TAHUN 2007
TANGGAL 11 JANUARI 2007

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA DI DESA .......... P ——— —
" KECAMATAN ...cooeersivesnnen. KABUPATEN DEMAK

Nama

Jabatan : Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Desa'"I"-'-"‘--‘-""""I'I'I"I‘i'i"l-l!‘l- j{tciln‘ltt;ﬂl1 imdeedadn nanrdn ki ndhd Fdnbd bk EE L ]

Kabupaten Demak.

Nama
Jabatan :  Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
di Desa ..o, KECAMAAN. .uviivnsvierereresrrrsenseseresrenseen,

Kabupaten Demal.

Nama
Jabatan  Calon Kepala Desa di Desa vovvvvenenneienennsens

Recamatan ....c.oeeeinnen. R e oy Kabupaten Demak

Nﬂma : """"I‘"""""""'""'"""""'1-"'"‘"I-"Ii-!ll'+llil'll'1l'lll'1l'l'lr'lll"lll"lllll ii (L] L LR B B L]
Jabatan s Calon Kepaly Desg 81 DIBSA. o vimimnminmmsiiinsnimsmyivsiinsias o
Kecamatan ............ccvvinnirieenn..Kabupaten Demak

Dﬁﬂgﬂﬁ REOF VMR CHIOE T v s v e e s M
L]

Nalna : l..,|.“.....,.|.|.......‘:...J.........ul.....,......ipqn.q.,...1,|...,.41|.‘.|'.....||.|.u. ERdabdnd BRRAREAE

Jabatan : calﬂn Kﬂpﬂl'ﬂ DESﬂ diDes:ﬂ F1Fll+lF-I_!Il-lF-l-lI+lrllI'"-I.h!l-lF-IFP!!I-!F!F+1'|'F"""""""
Kﬂ:ﬂ.rﬂﬂtﬂﬁ PRERE A B b b b B A bA R A AN A A b A E Kﬂbupﬂtﬁn D'Elnak

Dengﬂn ﬂ‘:ﬂ“ﬂ‘r LI-I-IUI- C'aiﬂn : ebdbasrd bABred B pabdalddpddbdEldafdidrldtibalinm IR RS RN ¥

Nama F Ryt N N S sesisdisantii T PP N o) R P B
Jabatan +  Crlon Kepala Desa di Desa .ooocvvviiicnvicninn, SR R TR

Kecamatan ..o S Kabupaten Demak



Dengan nomor wrwt calon  covvvsvooves R R D

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

I

hos Lo

Pelaksanaan perhitungan hasil pemungulan suara dalm Rapat pemilihan Calon Kepala

Desa di Desa ........... STPPRRUSTIER (€~ 11 1. N Kabupaen Demak yang
dilaksanakan pada hari .................... tanggal ..........cccene. bulan ..oooveevvovnenn.. Tahun
e DEIteMpat, di Desa ..., e v T2lah

dilaksanakan dengan hasil scbagai berikut :

a. Calon Kepala Desa atas nama

R R B e e T .... Dengan nomor urut calon °

...... et s s sss TEAAAPAL i STETE.

T R G Dengan nomor urut calon
COR R L irsrrsanns L1 ET8 ) R R Bl oo SUALD.
¢. Calon Kepala Desa ntas numa

............. e s DEIRAN NOMOE urut calon

-

o 1< 0 ... S o avians, SUIATE,

d. Calon Kepala Desa atas nama .

LR N N fardamnas Femtaranaa Faramrnuw ”..l-endﬂ]jﬂt EdFamrmnmdsbd nanas e kmrana Poa e i Suﬂfa.

e. Calon Kepala Desa atas nama

ehs s R s DENZAR nomor urut calon
SRk ad e s e A A TRt - SR e . suara,
Jumlah pemilih yang terdaftar sebanvale oo ... Orang.
Jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilibinya sebanyak ........ .. OTang.
Jumlah Surat Suara yang dinyatakan batal (tidak sah) sebanyak ........ W helai.

Dalam pelaksanaan penghitungan hasil pemungutan suara dimaksud tidak terdapat
hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana vang telah diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Péléntiknn, Pemberientian  sementara  dan
Pemberhentian Kepala Desa. |

Dalam penghitungan hasil pemungutan suara dunaksud disuksikan oleh para saksi-
saksi dari masing-masing calon Kepala Desa yang ditunjuk dan disaksikan juga oleh
Pemilih yang hadir,

Kami bersedia diambil tindakan sesuaj dengan ketentuan yang berlaku dalam hal

menyatakan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.



PANITIA PENCALONAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA

(KETUA)

( Sckretaris)

CALON KEPALA DESA

.. ( Nomot urut calon .....ccevernnnn, )

vreenns | Nomor UPDE BBIGHT vousssrsisinins:)

wieens ( INOMOP Urt calon....iiiinnin, )

. ( Nomor urut calon .......ccceuns )

e ( NOmor urut calon ..o, )






